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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR /4 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Dairi Nomor 06

Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, periu
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah, sehingga periu diatur kembali

dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Dairi tentang Pajak Restoran;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pernbentukan

Kabupaten Daerah Tingkat I Dairi (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2689);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia
Tahun 1887 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negaré Republik
Indonesia - Tahun 1997 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik !ndonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

. Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daeran (Lembaran Negara Repuniik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubilik indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan bLembaran Negara

Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2604 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4138);
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11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan l.embaran
Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

"Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

Peraturan Daerah Kabupaten -Dairi Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi
Keweﬁangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 125),

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tehun 20C8 Nomicr

05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

Menetapkan

dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.




(U8}

10.

11

12.

130

15.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kabupaten Dairi.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan.

Pajak Daerah-adalah iuran pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Restcran yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas
pelayanan Restoran.

Restoran atau rumah makan dan atau kedai kopi yang disebut dengan nama lain
adalah tempat untuk menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Bar adalah tempat khusus dimana dihidangkan minuman baik ringan maupun
keras dengan pembayaran.

Cafetaria adalah sebahagian dari bangunan atau kantor, pertokoan atau taman
yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan pembayaran.
Warung/kedai nasi adalah usaha yang menjual makanan dan minuman baik yang
menggunakan bangunan teten aftau sementara atau fempat yang dapat
dipindah-pindahkan.

Kantin adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman bak yang
dimiliki swasta maupun Instansi Pemerintah dengan menyediakan tempat untuk
menyantap dengan pembayaran.

Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan
usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpuian, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak

daerah.
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Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan-Peraturan Bupati.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim, kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Pajak yang ‘terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian lain tahun pajak menurut

ketentuan peréturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah
ini diwajibkan membayar pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahun Pajak Daerah vang selanjutnya disebut dengan SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak unituk melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan
Perpajakan Daerah. '

Surat Ketetapén Pajak Dzerah yang selanjutnya disebut SKPD adaiah jumian

ketetapan yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan dan analisa.

Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah Surat ukt
penyetoran atas penerimaan dari Wajib Pajak pada Bank vyang
ditunjui/ditetapkan Bupati oleh Bendahara Penerimaan/Berdahara Pensrimaan

Pembantu.
Surat Tanda Bukti adalah bukti pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB adalah
Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak terutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

pajék yang ditetapkan.
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(3)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKPDLB adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak !ebih besar dari pajak tidak ter.utang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihii, yang disebut SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk
melakukan penagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda.
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya disebut SPMKP adalah
Surat Perintah yang dikeluarkan Bupati kepada Kas Daerah untuk

mengembalikan kelebihan pajak kepada Wajib Pajak.

Pembayaran adalah jumiah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada

pemilik hotel.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Restoran dinungut Pajak atas setiap pelayanan yang
disediakan restoran dengan pembayaran;
Objek Pajak Restoran adalah Penjuaian makanan dan minuman ditempat yang
disediakan disertai fasilitas dan peiayanan, yang terdiri dari :
a. Restoran (Rumah makan);

b. Cafetaria

c. Bar;

Selain objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penjualan
makanan dan atau minuman di rumah makan dan penyediaan penjualan dan

atau minuman yang diantar atau dibawa pulang, yang meliputi :

- a Warung atau kedai Nasi;
-b.  Warung atau kedai minuman;

c. Kantin.




(4) Dikecualikan dari objek pajak ini adalah:
a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering;

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran (rumah makan) yang
peredarannya (omzet) paling banyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

ribu rupiah) perbulan.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran atas penyediaan makanan dan minuman.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasai 4

Dasar pengenaan.pajak adalah jumlah pembayaran makanan dan minuman di

restoran, cafetaria dan bar.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud aalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan
. sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pembayaran makanan dan minuman.

| BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PASAK

Pasal 6
(1) Pajak terutang yang dipungut berada di wilayah daerah;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud.




BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (Satu) tahun takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.

Pasal 9
(1) Setiap Waijib pajak harus mengisi SPTPD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya; '

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jeias, benar dan

engkap serta ditandatangani cleh Waiib pajak atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati
atau Pejabat lainnya yang dihunjuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD
diterima;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati
menetapkan pajak terutang yaitu dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar

setelah lewat waktu atau jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.




(1)

(2)
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(4)
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Pasal 11
Waijib Pajak yang membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang;
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkah hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak ateau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung seiak saat terutangnya pajax;

SKPDKBT diteibitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambzhan jumiah pajak vang terutana, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per
seratus) dari jumlah kekurangan pajak;

sama besarnya dengan

w

SKPDN diterbitkan apabila jumiah paiak vang lerutsn

jumlah kredit pajak atau pajal tidak terutang can tidak ada kredit pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pase! 11 disetor
ke rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari keria atau

dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati;




(3)

(4)

(1)
(2)

3)

(5)

(6)

(1)

(2)

TR,

(3)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan STS;

Tata cara pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau sebahagian, diangsur/dicicil;
Setiap pembayaran pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam
Buku Penerimaan;
Bentﬁk, jenis dan ukﬁran tanda bukti pembayaran serta Buku Penerimaan Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak  untuk
mengangsur/mencicil pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak terutang dan pengurangan setelah imemenuhi persyaratan

yang ditentukan sebagaimana tertera dalam SKPD;

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah maksimal

3/ TR f~i eta - - tmo~, O
25 % dari jumiah vang terterz dalam SKPD.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14
Apabila wajib pajak belum membayar pajek 7 (tujuh) hari lewat jatuh tempo,
maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan;

Apabila wajib pajak belum membayar pajak 30 (tiga puluh) hari lewat jatuh
tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan disertai dengan Surat

Teguran, Surat Peringatan atau surat iainnya yang sejenis;

Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
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Pasal 15

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 maka pajak dimaksud ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat-surat- sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dikelharkannya Surat Paksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Wajib Pajak belum juga melunasi pajak, maka

Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dikeluarkannya Surat Perintah
Melaksanakan Penvitaan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, Bupati

mengajukan permintaan peielangan ke Kantor Lelang Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggai, jam dan tempat pelaksaniaan

lelang, Juru Sita memberitahuxan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 19

(6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan atau pembebasan pajak;

(7) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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(2)

(3)

(4)
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BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Bupati karena jabatan dan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam

penerapan peraturan perundang-uhdéngan perpajakan daerah;
b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yahg tidak benar;

c. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalem hal sanksi tersebut dikenakan
karana kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembataian, pengurangan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,. SKPDKBT atau STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis cleh

Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 30

(tiga pulun) hari sejak tanggal diterima, disertai dengan alasan yang jelas;

Permohonan Wajib Paiak yang diterima berdasarkan pertimbangan 2lasan yang

Kan, Bupati menetapxan/menerbitkan Peraturan selambat-lambatnya 3

{an sejak tanggal permononan diterima;

Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum

juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;




(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan

diterima, Bupati harus menerbitkan keputusan;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum juga
mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewajiban pembayaran.

Pasal 22
(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima keputusan
sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 21 ayat (3), Waiib Pajak dapat mengajukan
banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda
kewajiban pembavaran. <
Pasal 23
Apabila pengaiuan keberatan sebagaimz dimaksud dalam Pasal 21 dan atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebahagian atau seluruhnya,
kelebihan pembavaran pajak dikembalikan kepada Wajib Paiak, ditambah denagan
imbalan bunga sebesar 2 % {dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puiuh

empat) bulan .
BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat yang jelas dan pasti;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan dan atau;

d. Alasan-alasan lainnya.
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(2)

(3)

4)

)

(6)

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
harus menetapkan Keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) telah lewat Bupati
belum juga menetapkan dan menyampaikan keputusan, maka kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan
SKPDLB; '
Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan
pembayaran yang dikabulkan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu pajak lainnya yang masih terhutang;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP;

Apabila pembayaran keiebihan pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu
sebagaimana disebutkan pada ayat (5), diberikan imbalan bunga sebesar 2 %

{dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelepihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan

.

3

(1)

v rw— i o e “I... -

(2)

Den

;errl'

indah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang dianggap sah sebagai bukti

iDayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasai 26
Hak untuk melakukan penagihan pajak dianggap kadaluarsa apabila telah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;
Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
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(3)

(1

)

@

@)

4)

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan
apabila :

a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan sebesar
5 % (lima perseratus);
Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyahpaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengarn pidana

kurungan paling iama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
Tindak Pidana Pelanggaran;

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segala
kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini

dibebankan kepada sipelanggar.
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BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat

Il Dairi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dicabut dan
dinyatakan tindak berlaku lagi.

) Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinyz, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatainnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3i Cesedxi— 2008.

BUPATI DAIRI,
M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Degewder 2008.

SEKRETARIS D AH KABUPATEN DAIRI,

ARS@J‘T MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR IL(‘ .....
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DAIRI
NOMOR /4 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahian Daerah beserta perubahannya dan Undang Undang Nomor
33 Tzhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah can pensrimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi szlah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahah dan pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah
d-harapkan mampu melaksanakan otcnomi, mengatur dan mengurus rumahtangganya

sendiri.

Memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1987 sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerzh dan
Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerinitah Nemor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah, inaka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran
perlu disesuaikan Peraturan Daerah ini yang menetapkan Ketentuan-ketentuan pokok
yang memberikan pedoman kebiiakan dan arahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak

Restoran sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur.

Jika sebelumnya Peraturan Daerah ini disatukan Hotel dan Restoran maka dalam

Peraturan Daerah yang baru ini menjadi tersendiri yaitu Pajak Restoran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

18



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasai

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

4

Cukup jelas.

5

Cukup jelas.

6

Cukup jelas.

7

Cukup jelas.

8

" Cukup jelas.

9

Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cukup jelas.

o
12

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

14

Cukup jeias.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jelas.

17

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

21

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

22

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.

24

Cukup jelas.

25

Cukup jelas.

26

Cukup jelas.

27

Cukup jelas.

28

Cukup jelas.

29

Cukup jelas.

30

Cukup jelas.

31

Cukup jelas.

32

Cukup jelas.
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